BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia

schagai narion state, sejarah schuah negara vang salah memandang dan mengurus
<

Lomiskinan, Dalam negara yang salah urus, tidak ada persealan yang lebih besar,

selain persoalan kemiskinan, Kemiskinan tclah membuat jutaan anak-anak tidak bisa

mengenyam pendidikan yang berkualitas. kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya
jubungan  dan  tidak  adanya investasi. kurangmva akses ke pelayanan publik,

kurangnya lapsngait pekerjaan, kurangnya jfaminan sosial dan periindungan terhadap

keluarea, menguainva arus urhanisast ke koia, dan yvang febih parah, kemiskinan
f ) K

menvebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan. sandang dan papan secara
jorbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja
demi keselamatan hidup. safery fife (James. C.Scott 1981), mempertaruhkan tenaga
fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menertma upah yang

tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja

sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah vung sangat sedikit. .
Pada tahun 2001 otonomi dJacrah telah diberlakukan. Oleh karena i
pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang

mempunyai arti sangat penting dalam . rangka mewyjudkan tujuan pembangunan

nasional yaitu mensejahterakan masyarakat. Dimana hasil-hasil yang dicapai haruslah




dapat dinikmati bagi peningkatan kesejahieraan rakyat atau harus dapat dinikmati
secara merata bagi seluruh rakyat, Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat
dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin  kecilnya
ketimpangan pendapatan antarpenduduk. antardaerah. dan antarscktor (Kuncoro,
2004). Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ckonomi selain menciptakan
periumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat
kemiskiban, kesenjangan pendapatan, dan tingkal pengangguran (Todaro, 2000).
Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut merupakan prioritas ulama

dalam pembangunan daecrah yang berasuskan pada terwujudnya pembangunan

nasional.

Pada dasarmya pembangunan  nasioml bertujuan  uniuk  meningkatkan

kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi unluk mewujudkan tujuan
dari perabangunan nasional tersebut akan menghadapi  banyak tantangan dan
hambatan baik yang berasal dari dalam negeri mauvpun luar negen. [aktor-laktor
penghambat yang berasal dari dalam negeri terutama masalah kependudukan antara
lain : perkembangan penduduk yang semakin besar. penganggpuran. dan terutama
masalah kemiskinan (Sukirno, 1983).

Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu Negara adalah apabila
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan dan
keschatan, Pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber
daya manusia yang berkualitas, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), wajib

belajar 9 tahun, serta program pendid.ikan lainnva adalah bentuk upaya pemerintah




dalam eangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang pada
akhirnya akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh yang siap bersaing pada
cra globalisasi. Di tahun 2002 jumlah penduduk usia sekolah yang berstatus masth
sekolah dibandingkan tahun 2001 mengalami peningkatan, hal ini terjadi pada
penduduk laki-Taki maupun perempuan. Penduduk usia sekolah dikelompokan
menurut usia jenjang pendidikan yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-24
tahun, Dari empat kelompok umur tersebut, pada kelompok vmur 7-12 tahun
mengalami peningkatan cukup besar  dibandingkan tahun 2001. sedang pada
kelompok yang lain sedikit mengalanti penurunan.

Salal satu ukuran mendasar bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf.
Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang bula huruf mengalami penurunan.
Kondisi ini terjadi baik di dacrah perkotaan maupun pedesaan dan pada setiap
kelompok wmur. Tahun ajaran 200172002 pada tingkat Sekoluh Dasar (SI)) dan
Sckolah Menengah Umum (SMU) terjadi peningkatan jumlah murid dan jumlahb
guru. sedangkan jumlah sckolah mengalami penurunan. Berbeda dengan tingkat
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum. pada tingkat (SL.TP) juml:ah sckolah
dan guru mengalami peningkatan. sedangkan jumlih murid mengalami penurunan,

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila

pembangunan  kesehatan  berhasil ~ dengan baik maka akan meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara langung. Pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan
upava kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan

dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber




daya yang memadai seperli rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan (dokter, bidan,
perawat) dan ketersediaan obat. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia
yang sangat dibutuhkan karena dengan bantuan mereka maka banyak kemungkinan
penyakit dapat disembuhkan. Menurut data vang ada di Departemen Keschatan.
Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga keschatan, khususnya dokter umum,
dokter spesialis dan dokter gigi karena dari tahun 1999 sampai tahun 2001 mengalami
penurunan. Selain ilu akses pelayanan keschatan fainnya yaitu ketersediaan obat
diharapkan bisa menjangkau masyarakat dan tersedia di farmasi maupun apoiek.

Dari segi persentase penduduk miskin. pada tahun 2002 sebanyak 14 provinst
(3 di Jawa dan [1 di luar Jawa) memiliki tingkat kemiskinan diatas 20 persen. lanya
4 provinsi (DK Jakarta, Banten. Bali. dan Kalimantn Sclatan) vang memiliki tingkat
kemiskinan kurang dari 10 persen. Pada penode 1999-2002. penurunan persentase
paling menonjol terjadi di provinsi Nusa Tengeara Timur yaita 1599 persen disusul
provinsi Jambi yaitu sebesar 13.46 persen. Sementara ilu, kenaikan persentase hanya
terjadi di dva provinsi, yaitu [5.09 persen di Provinsi Nanggroe Acch Darussalan
dan 2.91 persen di Provinsi Bengkulu. Pada Februari taliun 2002 jumlah penduduk
miskin Indonesia tercatat sebesar 38,4 juta jiwa dimana sekitar 65.36 persen tinggal

di pedesaan. Dibandingkan dengan tahun 1999 jumlah penduduk miskin tersebut

mengalami penurunan sebesar 9.57 persen. Penununan jumiah penduduk miskin di

dacrah perkotaan sebesar 17.6 persen yaitu dari 13.6 juta jiwa pada tabun 1999
menjadi 13.3 juta jiwa pada tahun 2002. Hal vang sama juga terjadi di daerah

pedesaan dengan penurunan sebesar 288 persen yaitu dari 23.3 juta jiwa pada tahun
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1999 menjadi 25,1 juta jiwa pada tahun 2002. Penduduk miskin menurut pulau, pada
tahun 2002 terkonsenirasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu lebih dari separuh penduduk
miskin di Indonesia atau 21,9 juta jiwa. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya berkisar antara 1,5 juta jiwa sampai 8.3 juta
Jiwa,

Pada tahun 2004, Indonesia menempati urutan ke 111 dalam Indeks
Pembangunan  Manusia  (Human  Development Index) dari 177 negara yang
diperingkat oleh Program Pembangunan PBB atau United Nations Development
Program(UNDP). Di antara negara Asia Tenggara yang maju, posisi Indonesia berada
di paling bawah. Urutan paling atas adalah Singapura, disusul berturut-turut: Brunei.,
Malaysia, Thailand, dan Filipina. Namun dibanding negara Asia Tenggara yang
belum maju. posisi Indonesia masih berada di paling atas. Negara yang berada di
bawah peringkal Indonesia masing-masing sccara berturui-urut adalah Vietnam,
Kamboja. Myanmar. Laos. dan Timor Timur (Swara Merdeka, 16 Jali 2004).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh
Program Pembangunan PBB atan UND?P sejak tahun 1990 dalam seri laporan
tahunan yang diberi judul "Human Development Report'. Indeks i disusun sebagai
salah satu dari indikator alteruatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk
menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara.Indeks
Pembangunan Manusia ini meranking sefmua negara dengan skala 0 (nol) sampai 1
(salu). Angka nol menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah dan

angka 1 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi.




Ada empat indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menyusun Indeks

Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata Jama

hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang

diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumiah orang dewasa yang bisa membaca

(diberi bobot dua pertiga). Ketiga, rata-rata tahun sckolah (diberi bobot sepertiga).

-

Keempal, penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita yang telah

disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negari.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa
ditetapkan tiga kelompok negara. Pertama. negard dengan tingkat pembangunan
manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0.5. Negara vang masuk
kategori ini sama sekali atau kurang memperhatikan pembangunan sumber daya
manusia. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya
berkisar antara 0.51 sampai 0.79. Negara yang masuk dalam kategori ini mulai
memperhatikan pembangunan sumber daya manusianva. Ketiga, negara dengan
tingkat pembangunan manusia tinggi jika 1PM-nya berkisar antara 0.80 sampai 1.
Negara yang masuk dalam Kategori ini sangat memperhatikan pembangunan sumber
daya manusianya.

Selain ditampilkan sebagai indikator tunggal. [PM biasanya juga
ditampilkan bersama-sama dengan ranking pendapatan per kapita. Hasilnya bisa
bervariasi. Ada negara yang ranking pendapatan per kapitanya masuk ranking atas,

tetapi 1IPM-nya masuk ranking rendah. Ini artinva hasil pembangunan yang tampak

dari pendapatén per kapita tinggi tidak dipakai untuk mengembangkan sumber daya
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manusia. Sebab 1PM sendiri sebagai indikator keberhasilan pembangunan
mempunyai kelemahan-kelemahan yang telah banyak diungkapkan oleh para ahli
ekonomi. Michael Todaro (1995), salah satu ahli ekonomi mengemukakan beberapa
kelemahan dari IPM sebagai indikator pembangunan, Pertama, 1PM bersifat relatif
dan bukannya absolut. Artinya suatu negara akan dinilai IPM-nya dibandingkan
dengan negara-negura lain. Artinya, jika semua negara mengalami peningkatan pada
(ingkat tertimbang yang sama. maka negara-negara miskin atau sedang berkembang
tidak naik peringkatnya, sehingga tidak memperoleh penghargaan alas usahanya
memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.

Kedua. IPM sebenarnya juga hanya mencakup satu aspek saja dari tujuan
pembangunan. Banyak aspek lain yang tidak masuk ke dalam kalkulasi, misalnya
kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pendapatan. perhatian pada mereka yang
cacat. dan lain-lain. Dengan kata lain. [PM bukan merupakan indikator keberhasilan
pembangunan yang komprehensit,

Ketiga, 1PM scbagai indikator pembangunan yang mengutamakan sumber
dova manusia ternyaia tidak mencakup seluruh indikator tentang sumber daya
manusin. Kendala vange dihadapi biasanyva adalah karena ketiadaan data. Sebagai

contoh, UNDP pernah ingin memasukkan status nuirisi balita, tetapi ternyata tidak

tersedia datanya.
Langkah vang perlu dilakukan adalah langkah sederhana yang jelas
sebenarnya, menuntut agar pemerintah merealisasikan apa yang direkomendasikan

olech Amandemen UUD 1945 agar anggaran untuk pendidikan di APBN porsinya




minimal 20 persen dari pengeluaran total. Langkah ini perlu juga diikuti oleh

pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan APBD-nya masing-masing. Di

samping anggaran uniuk pendidikan. maka anggaran lain yang terkait dengan

pengembangan sumber daya manusia, misalnya untuk kesehatan. juga harus kian

meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Jatar belakang yang diuraikan  diatas  maka dapat  ditumuskan

permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap wmlah pendudok miskin?
b. Bagaiamana pengaruh angka melek huruf terhadap jumlah penduduk
niskin?
¢. Bagaimana pengaruh ratarata lama sckolah erhadap  jumlah penduduk
miskin?
d. Bagaimana pengaruh pendapatan riil per Kapila terhadap jumiah penduduk

miskin?

1.3 Tujuan Penelitain
Tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah :

a. Untuk menganalisis pengarch dari angka harapan hidup terhadap jumlah

penduduk miskin.




b.

&

Untuk menganalisis pengaruh dari angka melek huruf terhadap jumlah

penduduk miskin

Untuk menganalisis pengaruh dari rata-rata lama sekolah terhadap jumiah

penduduk miskin,

(intuk menganalisis pengaruh dari pengeluaran riil per kapita terhadap jumlah

penduduk miskin.

(.4 Manfaat Penelitian

d.

Adapun manfaat yang dapat diperolch adalah :
{3agi penulis
Dari hasi! penclition yang dilakukan diharapkan dapat dipcroleh gantharan
yana jelas tentang penerapan teori-teort yang didapatkan di bangku kuliah.
Bagi akadcmist
Bagi referensi dapat digunakan uniuk penclitian sclamininya dengan ahvel
yang sama
Baei pihak lain
Schagai bahan masukan bagi pihak lain untuk melanjutkan penclitian pada

bidang yang sama tetapi dengan Konsep pengukuran vang berbeda.




1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB 1.

BAR 1L

BAB I

]

BABIV.

BAB Y.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belahang masalah,
rumusan penelitian, wjvan dan maniaat penelttian. dan sistematika
penrubisan.

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini. menguraikan/deskipsi/menggambarkan secara wium  atas
subyck penelitian.

TELAAH PUSTAKA

Bab ini. berisi tentang pendokumentasian dan pengkujian hasil dari
penelitian-pepelitian yang pernmah dilakukan pada area vang sani.
alau sering disebut Kajian Pustaka.
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

Bab  ini. berisi landasan teort  yang  digunakan  untuk
membahas/mendekati  masalah yang diangkat dalam penelitan ani
METODE PENELITIAN

Bab ini, menguraikan tentang metode penclittan yang digunakan

dalam penelitian dan data-data yang digunakan bersert suber data.




BAB V1.

BAB VIL
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data yang disajikan untuk selanjuinya’ digunakan
untuk menguji dan meneliti ketcpatan model. dan penjelasan-
penjelasan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

merupakan penutup dar penulisan penelitian yaug mengemukakan
kesimpulan. yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hasil analists dan
pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dengan dasar

kesimpulan tersebut. akan ditarik  benang, merah apa implikasi

teoritis penelitian terscbut




BABII

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1.  Keadaan Geografis Indonesia.

Secara umum, fuas wilayah Indonesia adalah 9.8 juia km? dengan luas
lautan 7.9 juta knv™ (81% luas Indonesia) dan luas daratan 1,9 juta knt*. Indonesia
terdiri dari 13607 pufau. 7623 buah (56%) belum mempunyai nama hanya 931
thiah (7%) yang dibuni manusia. sisanya 12736 buah tanpa dihuni. Secara
astronomis Indenesia terletak antara 6° LU ~ [1° LS dan 95° BT - 141° BT,
sehingga Indonesia dilalui garis Katulistiwa dan mempunyai lintang 170¢ dan
panjang bujur 46° akibatnya Indonesia beriklim panas (tropis). Batas wilayah
indonesia :; bagian Utara berbatasan dengan Sclas Malaka, {awt China Selatan,
Malaysia (Malaysia Timur, di sebelah utara Kalimantan), Laut Sulawcesi (antara
Sulawesi Utara dengan DPhilipina) dan Samoedra Pasifik ; bagian Timur
berbatasan  dengan Samoedra Pasifik dan Papua Nugini | bagian Selatan
herbatasan dengan faut Arafury dan Samoedra Hindia : bagian Barat berbatasan
dengan Samoedra Hindia, Letak Geografi adalah letak sesuatu negara dilihat dari
kenyataan di bumi atau posisi negara itu pada bola bumi. Berdasarkan letak
geografi Indonesia terletak di antara Samoedra Pasifik dan Hindia, dan di antara
Samoedra Asia dan Benua Australia.

Letak Geologis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari

batu-batuan yang ada pada buminya. Secara geologis Indonesia terletak di daerah

Sunda Plat (Dangkalan Sunda), daerah Sahut Plat (Dangkalan Sahut), daerah

12




Lautan Pertengahan Austal-Asiatis merupakan dua daerabh pertemuan dua deret
pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Medilerania (pegunungan bagian barat dan
pegunungan bagian timur). Dengan demikian secara geologi [ndonesia bagian
barat termasuk Benua Asia, sedangkan bagian timur termasuk Benua Australia
dan mengakibatkan tanah subur. sering terjadi gempa, banyak palung laut.
Indonesia beriklim tropis karena wilayahnya dilalui garis lintang 0° atau
biasa dischut garis equator atau garis khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan iklim
bersifat panas. Sclain itu juga bersifat lembab karena wilayah Indonesia berbentuk
kepulauan dimanal wilayah perairannya lebih lvas daripada daratannya. Curah
hujan rata-rata berkisar antare 2000-3000 mm/tahun, dengan subu rata-rata
minimum 21°C dan maksimum di atas 30°C. Karena Indoncsia berada pada posist
strategis. yaitu di antara dua benua dan dua samoedra. indonesia dipengaruhi oleh
angin muson. vang menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim. Angin muson
barai bersifat basah. menyebabkan Indonesia mendapat musim hujan. Sementara,

angin muson timur bersifat kering. menyebabkan Indonesia mendapat musim

kemaraun.

2.2. Keadaan Penduduk Indonesia

Sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari Bangsa Melayu dan
sebagian Lecil berasal dari Bangsa Cina. Selain itu, penduduk Indonesia terdiri
dari berbagai suku yang beranckaragam, seperti Suku Dayak, Suku Badui, Suku
Mentawai, Suku Anak Dalam. Suku Dani, Suku Sunda, Suku Batik, daﬁ fain

sebagainya. Luas wilayah Indonesia adalah 1.904.444 km®, jumlah penduduk




Indonesia pada pertengahan tahun 1999 adalah 2i1.8 juta jiwa, dengan angka
kelahiran 24 dan angka kematian 7. Pertumbuban penduduk alami Indonesia
adalah 1,6% per tahun dan kepadatan penduduk 106 juta/km’. Dengan demikian,
berdasarkan hasit perhitungan, pada tahun 2010 penduduk Indonesia diperkirakan
akan mencapai 247.5 juta jiwa,

Dilikat dari data per propinsi. Propinsi Jawa Barat termasuk Banten
merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 47.137 ribu jiwa
dan Propinsi Bengkulu merupakan propinsi dengan jumiah penduduk terkecil
vaitu  sebanyak  [.525 ribu jiwa. Sedangkan menurut tingkat kepadatan
penduduknya, Propinsi DKL Jakarta adalah yang paling padat dengan luas wilayah
oo km® dan jumlah penduduk 8.640 ribu jina schingga tingkal kepadatannya
sebesar 12,985 jiwa/km”. Propinsi yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah
adalah Propinsi Papua. dengan luas 421.981 km-. jumlah penduduknya adalah

2.366 ribu jiwa. dan kepadatannya adalah 6 jiwa/km". Untuk febih jelasnya dapat

Jilihat dalam tabei 2.7 .
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Tabel 2.1
Tingkat Kepadatan Penduduk Indonesia
Dirinci Menurut Propinsi Tahun 2002

No Propinsi Luas Daerah | jumiah Penduduk | Kepadatan Penduduk
________ o {(km?) (ribu jiwa) (jiwa’km)
H DI Aceh 55.390 4,240 81
2. | Sumatra Ulara 71.680 11923 162
3. | Sumatra Barai 42,898 | 4476 104
4. | Riau 04.561 | 5.596 59
5. | Jambi 53.436 | 2.583 48
6. | Sumatra Sclatan dan
109,254 7.510 69
7. | Bangka Belitung, 19.789 f.525 77
8. 35385 6.963 196
engkulo 482393 44.816 93
9. L::::::f; 664 8.640 12,985
14, 43.177 47.137 1.092
. 32.5409 32,175 937
12, . 3.186 3.211 1.007
13. | DRI Jakaria 47923 36.270 756
Jawa f%;lnll & Banien 127 499 127433 997
Jawa Tengah
4. t,):“:‘?f%’i-;““"”“ 146.807 3.969 27
ps, [ awa b 153.564 1.438 12
6. | Jam | 36.535 3.188 73
7. kalinmantan Barat | 210.985 2.720 12
e 547.801 11.715 20
kalithantan Timur
Kalimantan Selatan
8. Kalimantan Timur
N 27.488 3020 110
19, Kalimantan 63.689 7221 35
N
E? b:ulawcsi Utara dan gﬁ?ﬁ; Tg;; ]4392
Geronialo 191.800 15.382 80
Sulawesi Tengah :
2, ﬁ”'*‘“f‘f‘f? Selatan 5.633 3,363 596
3. Llllﬁ\\tbl'Tfl!ggﬂ[‘d 20.153 | 1075 199
23, | Sulawesi 47.349 4.094 86
25,
Bali 77.871 2.082 27
26. | NTB 421.981 2366 6
NTT 572,987 15.930 28
Maiduku dan Maluku
Litara
Papua dan Sekitarnya
Lainnva
lndonesia 1.922.570 215.276 114

Sumnber - Badan Pusat Statistik. diolah
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23, Keadaan Penduduk Miskin di Indonesia.
2 3.1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Nrisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah

menvebabkan bertambahnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Padahal sebelum terjadi krisis tersebut jumlah penduduk miskin di indonesia terus

berkutang. Menurut standar 1996 adalah 42.032 rupiah unwk perkotaan dan

11,366 rupiah untuk pedesaan. pada tahun 1996 jumlah penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan diperkirakan 22,5 juta jiwa atau sekitar 11.3 persen dari

selurute penduduk Indonesia. Dar jurlah ini 7,2 juta jiwa berada di perkotaan

atau 9.7 persen dari sclurub penduduk perkotaan, dan 15,3 juta jiwa atau 12.3

persen dari seturub penduduk pedesaan.

Akibat krisis ckonomi vang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir

1998. jumlah penduduk miskin telah menjadi 49.5 juia jiwa, atau sekitar 24.2

persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pertu dicatat bahwa peningkatan jumlah

penduduk miskin menjadi 49.5 juta jiwa pada akhir tahun 1998 tersebut tidak

sepenuhiiya terjadi akibat adanya krisis ckonomi. melainkan scbagian terjadi

karena perubaban standar yang digunakan. Seperti diketahui, standar kemiskinan

vang digunakan BPS bersifat dinamis. menyesuaikan perubahan/pergeseran pola

konsumsi. Namun demikian perlu dicatat bahwa perubahan dasi standar (996 ke

1998 terjadi bukan semata-mata karena pergeseran pola konsumsi. tetapi lebih

harena perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan

minimum yang dilakukan agar standar kemiskinan dapat mengukur tingkat'
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kemiskinan secara lebih realistis dan standar 1998 adalah 96.959 rupiah untuk

perkotaan dan 72.780 rupiah untuk pedesaan.

Perbaikan ckonomi dan situasi politik yang sedikit membaik pada tahun
1999 telah mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Pada Februari tahun 1999
jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 48.4 juta jiwa. dimana sekitar
67.6 persen tinggal di daerah pedesaan. Dibandingkan dengan akhir tahun 1998
jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan sebasar 2.2 persen. Garis
kemiskinan pada Februari tahun 1999 adalah 92.409 rupiah (perkotaan) dan
74.272 rupiah (pedesaan). Sclama periode Februari 1996-Februari 1999, garis
kemiskinan meningkat 119.9 persen di perkotaan dan 36,8 persen di pedesaan.
Namun pada bulan Agustus 1999 garis kemiskinan turun menjadi §9.845 rﬁpiah
{perkotaan) dan 69.420 rupiah (pedesaan). Garis  kemiskinan turun  kKarena
furunnyva harga-harga, terutama harga pangan sefak triwulan 11 tabun 1999.

Dengan mengunakan data Susenas KOR (Survei sosial ckonomi nasional
vang dikumpulkan tiap tahun yang sifatnya data pokok seperti bidang pendidikan,
kesehatan, perumahan/lingkungan hidup). dapat dicstimasikan penduduk miskin
pada tahun 2000 dan 2001. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia
(termasuk Nanggroe Aceh Darussaiam dan Maluku) tercatat sebesar 38,7 juta jiwa
atau sekitar 19,14 persen, yang tersebar di perkotaan scbesar i2.3 juta dan di
pedesaan sebesar 26,4 juta. Garis kemiskinan pada tahun 2000 diperkirakan
sebesar 91.623 rupiah (perkotaan) dan 73.648 rupiah (pedesaan). Sementara itu

pada tahun 2001 penduduk miskin di indonesia (termasuk Nanggroe Aceh

Darussalam) tercatat sebesar 37,9 juta jina {18,41 persen) dimana sebanyak 8.6




juta tinggal di perkotaan dan 29,3 juta di pedesaan. Garis kemiskinan pada tahun

3001 diperkirakan scbesar 100.011 rupiah (perkotsan) dan 80.382 rupiah

{pedesaan).

Pada Februari tahun 2002 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat
sebesar 38.4 juta jiwa dimana sekitar 65,36 persen tinggal di pedesaan.

Dibandingkan dengan Februari tahun 1999 jumlah penduduk miskin tersebut

mengalami penurunan scbesar 20,0 persen. Garis kemiskinan Februari 2002

adalah 130.499 rupiah di dacrah perkotaan dan 96.512 rupiah di dacrah perdesaan.

Selama periode  1999-2002,  garis kemiskinan meningkat 4122 persen di

perkotaan dan 29.94 persen di dacrah perdesaan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel

b e ]
Tabel 2.2
fuinlah Penduduk Miskin Indoncsia
tahun 1999-2002
Tahun 1999 T 2000 2001 ] 2002
- Nugaed Jinlh | persentase | Julh [ perientisse Jmlh | persentase | Jmilh | persentuse
Tndonesta | 4797 | 2343 | J700 | 18495 | 37900 1840 | 3R394 18.2

syruber - Stk Indenese, BPS

2.3.2. Penduduk Miskin Menurat Pulau.

Secara absolut penduduk miskin pada tahun 2002 terkonsentrasi di Pulau
Jawa dan Bali, yaitu lebih separuh penduduk miskin Indonesia atau 21,5 juta jiwa.
Sisanya terscbar di Pulau Sumaira, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya
berkisar antara 1.5 juta jiwa sampai 8,3 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di
pulau lainnya (Maluku, Papua, Nusa Tenggara) pada tahun 2002 tcrcéiat paling

besar. vaitu 31,18 persen, yang berarti hampir sepertiga jumlah pendudukaya




dikategorikan miskin. Persentase terbesas berikutnya adalah di Pulau Sumalera,
vaitu 18,75 persen. Sementara persentase penduduk miskin di Pulau Jawa-Bali,

Kalimantan, dan Sulawesi bervariasi sekitar 12-19 persen.
Jumlah penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia (KB1) pada tahun
2002 tercatal 30,2 juta jiwa dan di Kawasan Timur Indonesia (KT1) tercatal 8.2
juta jiwa. Ini berarti sekitar 17,62 persen penduduk di KBI dan 20,67 persen
penduduk di KTI tergolong miskin. Untuk lchih jelasnya lihat tabel 2.3.
Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Miskin menurut Pulau
Tahun 1999-2002

1999 2000 2001 2002
jumlah { persenlase | jumlah | persentase | jumlah | peesentase Jumiah | persentase
Sumatera 8596.1 19.73 72912 17,50 $990,9 17.57 #isud 18.64
Jawa 286039 21.5 224693 19.54 125364 17.53 21657 F7.42
Katimantan | 2227.3 18,94 208706 17,68 16581 14,28 4484 12.25
Sulgwsi 30708 23,08 2486.3 9,22 27232 21,80 2R4Lo 18.43
Lainnya 54757 37.82 4365,7 30.95 4171.1 27,50 | 0877 26.23

Sumbier © Statistik Indoncsin, BE'S, diolah

2.3.3. Penduduk Miskin Menurut Propinsi.

Kondisi Februari tahun 2002, garis kemiskinan tertinggi untuk daerah

perkotaan tercatat di Propinsi DK Jakarta, yaitu 160.748 rupiah. Sementara garis

kemiskinan terendah tercatat di Propinsi Gorontalo yaitu [07.405 rupiah.

Untuk daerah pedesaan, garis kemiskinan tertinggi tahun 2002 ditempati

Propinsi Kalimantan Timur yaitu 136.809 rupiah pada tahun 2002. Sementara

garis kemiskinan terendah tercatat di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2002

sebesar 82.828 rupiah
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Selama kurun wakiu 2002-2003, perubahan penduduk miskin baik secara
absolut maupun presentase nampak bervariasi. Beberapa propinsi mengalami
kenaikan sementara propinsi lainnya menurun. Secara absolut, Propinsi Basaten
merupakan propinsi yang mengalami kenaikan penduduk miskin paling banyak,
yaitu sekitar 69,1 ribu jiwa. Sementara itu. Propinsi Jawa Tengah merupakan
propinsi yang mengalami penurunan penduduk miskin paling tinggi yaitu sekitar
3283 ribu jiwa.

Dari segi persentase. pada tahun 2002 tercatat sebanyak 13 propinsi (2 di
Jawa dan 11 di luar Jawa) memiliki tingkat kemiskinan di atas 20 perscn.
Sementara hanya 5 propinsi (DKI Jakarta, Banten. Bali, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Utara) yang memiliki tingkat kemiskinan kurang dari 10 persen. Pada
periode 2002-2003, penurunan persentase naling tinggi terjadi di Propinsi
Gorontalo vaitu 2,87 persen disusul Propinst Sulawesi Utara vaitu 2,21 persen.
Semecntara itu kenaikan persentase hanya terjadi di tiga propinst, yaitu 0,45 persen
di Propinsi Bali, 0.34 persen di Propinsi Banten dan 0.05 persen di Propinsi

Sumatera Utara.

Untuk Iebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :
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Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan dan Pedesaan
menurut Propinsi tahun 1999-2002 (ribu jiwa)

m Propinsi Tabhun
199 2000 ] | 20002

jurnial | persenlase jumlah!pcmcmasc jumbah | persentase) jumlah | persemase
1 [DL Aceh o2k 1475 72 I.b! 18.37 701l 1964 | LIYDY 2083
2 [Sumatra Utara 19723 1674 [ 14908 1305 135070 1173 | 1E83Y IS8
3 [Sumatra Barat a0l.50 1324 4825 |43 643,30 1506 4964 1157
4 Riau 5897 14 4856 1038 6195 1167 g28,6] 1202
5 [lambi G770 2664 5042 2115 48041 1971 3208 1MA8
6 JSuematra Selatan IR137 2353 F338 1737 IS 1o 16006 22.32
Bengknlu 023 1w 249 1783 085 2105 4| 213
20370 2001 20178 3043 [ 16740 2491 16507 2405

Lumpung
R Jakarta
10 [Jawa Barat

11 Pawa Tengah
12 |01 Yogyakarta

4.6 24978 314 2 TUR RE 4

83934l 1978 | 66584 1540 | 69563 1620 | 57240 113
$755.4] 2646 | 65130 2016 | 08567 2207 | 73083 23006
woal 200 {iosss 3330 | 7676 2453 | 6387 2001
1947 | 7845 2277 | 75083 206+ | 77002 2101

37060 3,99 416.1.

i3 [lawa Timur 1286
14 |Bali 2574 &53 1768 568 2484 7.K7 2218 6.89
15 [Nusa Tenggura Barat 12768 3296 [ 10705 2813 11755 3043 11458 272.76
16 [Nusa Tenggara Tiner 17 1673 [4759 3652 1317.5) 3301 12060.5]  3L74
17 [Kalimsmntan Barat 16 2617 10950 2942 TIRS V45 fhdd.2] 1540
13 [Katimanian Teagah 2617 15.06 2007 1197 254 172 23040 11KS
1% (Kalimantan Sclatin 440,20 14,37 3851 13403 3575 1192 25080 RS
20 IKalimantan Tinwr S92 Mo 390 1650 40,7 4 3y 122
21 [Sulawesi M S04.60 1819 3659 1303 de0.2) 2021 504 217
17 [Sulawesi Tengah 5994 2B09 5032 24.51 M. 2529 S6d.n| 2489
23 [Sulawesi Sciman t40 1832 119868 15.44 12905 1650 13092 1588
2 [Sulawesi Tenggar 50490 1951 419> 2188 4575 2524 4638 2422
35 Maluku 10139 4614 T2le  JROK 5284 24t 5289 24410
26 [Papua 11486 5475 9700 4635 0.8 4180 9%4.7] 418
Indonesia 47974 2543 38700 18,95 37900 1840 aR3%d 182

Sumber @ Badan Pusal Statistik, diolah

2.4. Kendaan Pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu fakior penting untuk menanggulangi
kemiskinan. Dengan pendidikan yang lehih tinggi, datam hal ini pendidikan
formal, seseorang diharapkan mampu meraih kondisi yang lebih baik

dibandingkan scbelumnya. Memang pendidikan sendiri tidaklah murah.
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Diperlukan banyak biaya, baik secara individu yang menjaiani pendidikan
maupun dari pemerintah sebagai fasilitator dan penyedia jasa pendidikan.

Memperbaiki produktivitas pendidikan kaum miskin menuntut lebih
sekedar investasi dalam bidang pendidikan mereka. Supaya lebih produktif, kaum
miskin harus mampu menkombinasikan modal manusia yang mereka miliki
dengan aset-aset produktif [ain seperti lahan, ekuitas dan peluang-peluang
pekerjaan dalam pasar yang terbuka dan kompetitif.

Angka melck huruf persentase dari total penduduk dan rata-rata lama
bersekolah (dalam tahun) merupakan bagian dalam pendidikan. Sedangkan angka
melek huruf dan rata-rata fama bersekolah merupakan bagian dari faktor-Taktor
penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia (Samsubar, 2002). Jadi dengan
demikian pendidikan erat kaitannya dengan kemiskinan.

Dari data tabel 2.5. dapat dilihat bahwa rata-rata angka melek hurul
persentase dari dari total penduduk Indonesia sebesar 90.9%%, yang artinya 90.9%
dari penduduk Indonesia sudah melek hurut dan rata-rata tama bersekolah sebesar
7.4 tahun, yang artinva rata-rata penduduk Indonesia menempuh pendidikan
dalam hal ini pendidikan formal selama kurang lebih 7 tahun atau sctara dengan
SMP. Sedangkan propinsi yang mempunyai angka melek huruf dan rata-rata lama

olah paling tinggi adalah Propinsi Sulawesi Utera dengan 98.8% dan
€

Propinsi DKJ Jakarta dengan 10.4 tahun. Sedangkan propinsi yang mempunyai

bersck

angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah terendah adalah Propinsi Papua

dengan 74.4% dan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan 5.8 tahun.
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Tabel 2.5,
Rata-rata lama sekolah (tahun)

dan Angka melek huruf (%) tahun 2002

No Prapinsi Angka melek Rata-rata Jama
. huruf (%) sckolah (tahun)
1. | DI Aceh 958 1.8
2. | Sumatera Utara 96.1 8.4
3. | Sumatera Barat 95,1 8,0
4, 1 Riau 06.5 8.3
5. | Jambi 947 7.4
6. | Sumatera Sclatan 94,1 7.1
Bangka& Belitung 91.7 6.0
7. | Bengkulu 93 .0 7.6
8. | Lampung 93.0 6.9
Rata-rata Sumateta 944 7.0
9, | DKI Jakarta 98.2 0.4
10. | Jawa Bart 93.1 7.2
Banten 935 7.9
i 1. | Jawa Tengah 85.7 6.5
12. | Di Yogyakarta 35,9 gt
13. { Jawa Tinwr $3.2 6,5
Rata-rata Jawa 99.0 7.8
14. | Kalimantan Barat ! §6.9 6.3
15. | Kalimantan Tengah i 9.4 7.6
16. | Kalimantan Selatan ‘ 93.3 7.0 |
17. | Kalimantan Tinur 95.2 8.5 |
Rata-rata Kalimantan 92.9 7.4 |
I18. | Sulawesi Utara GR.8 8.6
Gorontalo 95.2 6.5
19, { Sulawesi Tengah 933 7,3
20, | Sulawesi Selatan 83.5 6.8
21. | Sulawesi Tenggara 88.2 7.3
Rata-rata Sulawesi 91.8 7.3
22, | Bali £4.2 7.6
23. | Nusa Tenggara Barat 77.8 5.8
24. | Nusa Tenggara Timur 84.1 6,0
23. | Maluku 96,3 8.0
Maluku Utara PR 8.4
26. | Papua 74,4 6,0
Rata-rata Lainnya 35,4 7,6
Rata-rata Indonesia 90,9 7.4

Tranbar - Drata dan Informas: Kemiskinan Tahun 2003, Buku 2. dwiah. BI'S
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2% Keadaan Kesehatan di Indonesia.

Masalah keschatan merupakan masalah yang masih perlu mendapatkan
perhatian yang lebih. Derajat kesehatan sescorang mempengaruhi produktifitas
yang kemudian akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan individu dan
kelompok masyarakat. Jadi dapat disimputkan bahwa masiah keschatan juga cratl
kaitannya dengan masalah keschatan. Perhatian pemerintah daerah pada kesehatan
masyarakat di daerahnya akan sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan
kualitas hidup masyarakat. Perhatian tersebut dapat berupa pemberian penyuluhan
baik secara langsung maupun tak langsung, penyediaan f{asilitas-fasilitas
kesehatan publik yang memadat.

Pengukuran kondisi kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa data
vang terdapat pada tabel 2.6 yaitu adalah angka kematian bayi, peaduduk dengan
keluhan kesehatan. rata-rata lama sakit, penduduk yang melakukan pengobatan
sendiri. dan kelahiran ditolong olch tenaga medis. Dari data tabel 2.6 dapat dilihat
bahwa rata-rata angka kematian bayi scluruh Indonesia (per 1000} sebesar 43.5.
rata-rata penduduk denpan keluhan kesehatan seluruh Indonesia sebesar 24.5% .
rala-rata lama sakit sefurub Indonesia sebesar 5,8 hari, rata-rata penduduk yang
melakukan  pengobatan sendiri seluruh  Indonesia sebesar 00.0%, rata-rata
kelahiran ditolong oleh medis seluruh Indonesia sebesar 66.7%. Sedangkan Pulau
vang memiliki kualitas kesehatan paling buruk yaitu Pulau Lainnya dikarenakan

memiliki paling tinggi kematian bayvi dan paling rendahnya penduduk yang

melakukan pengobatan sendiri.




Tabel 2.6
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Kondisi kesehatan menurut propinsi, tahun 2002
Angka Penduduk | Penduduk | Kclohirun
No Propinsi kematian dengan Rat-rida ving. ditolong
bayi {per keluhan Lama sukit | melakukan tenaga
1810} keschatan (hari) pengobatan | medis (%)
L (%) sendict ("a)
| DEAcch 36.1 246 13.0 57.1 74.2
2 | Sumatera Uiara 400 160 07 532 R4.6
3 | Sumalcra Baral 474 275 1649 35.2 849
4 | Riau 6 F7.4 sl 633 787
5 | Jambi 3.4 188 5.8 [T 616
6 | Sumatera Sclalan 438 256 33 6027 0.4
7 | Bengkulu 179 IR iz ARRY 748
3 [ Lampung 410 RANY S0 7.8 6l
Sumatera 413 b4 I 8.3 59,4 74.0
4 | Jakarla 218 R0 1.7 63 97.1
10 | Jawa Barat S0.9 J6.8 87 01.7 336
tr | Jawa Tengoh 3 L0 A0 59.7 o8
12 1 DI Y()g_\-"akill‘lil 733 34.5 3.6 337 87.2
I3 | Jawa Timuor 47.0 205 6.l (AR 720
Jawa 354 RENE 8.5 601 T4
14 | Kalimantan Barat 2 o 5.4 ol 4.0
15 | Kalimantan Fengah 33 (7o 4.5 oo ol
16 | Kalimantan Selatan 372 20,0 A 71.4 [
17 | Kalimantan Timur LR 2 54 540 79.2
Kalimantan 43.1 234 51 643 63.6
18 | Sulawesi Lhara 353 2K sS4 ol Hl1 Y
19 | Sufawesi Tengah A713 m2 .0 (3 38.1
20 | Sulawesi Sclatan 0 222 6.2 S84 373
21 | Sulawesi Tenggara 454 2440 6.5 LOAY 330
Sulawesi 42.9 259 6.0 bl1.7 533.6
23 1 Bali 2 30 54 430 92 4
23 | NTB 8.0 357 (5 852 100
24 | NTT ] ML ; 357 [ | 475 373
25 | Maluku 20 i ar: 58 Ko 3.4
26 | Papua ms 10.3 1.7 387 1.8
Laiwaya | 520 | 186 .8 53.1 54.6
Indouesia $5 | 248 5.8 6.6 667 ]
Swmbor - Laporan Pembangunan Manusia lndonesi, 2
2.6. Kondisi Pengembangan Manusia atau HDI
atay  Human

HDI adalah

indeks

pengembangan

manusia ([PM)

Development Indeks (HDI) merupakan salah satu faktor dari faktor-faktor penentu

tingkat kemiskinan regional di Indonesia (Samsubar Saleh; 2002). Apabila indeks




26

pengembangan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan
individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahleraan masyarakat.
Untuk itu pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kualitas IPM dengan cara
mengadakan balai latihan kerja, kejar paket A.B, dan C, dengan gratis karena pada
akhirnya pemerintah daerah juga akan memetik maniaat dari adanya kegiatan-
kegiatan tersebut.

Dari data tabel 2.7 terscbut dapat difihat bahwa Pulau Lainnya yang terdiri
dari Bali. NTB. NT'T, Maluku, dan Papua memiliki rata-rata paling rendah dari
semupa variabel Indeks Pengembangan Manusia (1PM) dan Pulau Jawa memiliki
rata-rata vaciabe! IPM paling tinggi. Sedangkan Propinsi yang memiliki pertngkot
teratas yaitw Propinsi DK Jakarta dan propinsi yang menempati peringkat
terendah vaitu Pro;;-irlsi Nusa Tenggara Baral. Variabel atae data-data yang
fercamium pada tabel 2.7 antara fain adalah harapan hidup (tahun). pengefuaran
riil perkapita yang disesuaikan (ribu ruptah). [PM. dan peringkat IPM. Sebenarnya
masih ada dota vang berkaitan dengan 1PM yaitu angka melek hurut dan rata-rata
lama sekolah karena sudah ditampilkan pada kondisi pendidikan di Indonesia

nraka tidak ditampilkan lagi.




Indeks Pengembangan Manusia (1PM)
menurut propinsi tahun 2002

Tabel 2.7
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Pengeluaran
No Propinsi [Tarspan riil per kapita IPM Peringkat
Hidup {tahun) yang 1PN
disesuaikan
] (ribw rupiah)
| 1) Acch 67.7 537.5 6014} 15
2 | Sumatera Utara 07.3 £89.2 68.8 0
3 | Sumalera Baral 06 | LR 07.5 5
4 Riau (N 5883 691 4
5 | Jambi Hiy. Y 3856 ol 1]
6 | Sumatera Selatan 65.7 385.0 037 17
7 | Bengkudu 05.4 80,6 60.2 17
8§ | Lampung ot | 2833 65.8 6
Sumatera 6.7 5831 67.0
1 Jakarin 723 o169 75,0 |
10 | Jawz Barat 615 o004 06,2 13
11 ] Jawa Tengah 68,9 s0d4.2 663 te
12 | DI Yogyakaria 724 6ll.3 FitR: 2
13 | Jawa Timur () LR o 21
Jawa 08.6 603.3 68.6
14 | Kalimantan Barat o 38004 »2.9 23
[5 | Kalimantan Tengah o4 58 DA 5
16 | Kalimanan Sclatan 613 6.2 043 20
17 | Kalimantan Timer 09l e Kl 700 3
Kalimantan 6.1 88.5 60.0
I3 | Sulawesi Lhara 070 SR0LG 67.7 7
19 | Sulawesi Tengah 633 580.2 o4 14
20 | Sulawesi Selatan O8O 380.7 0653 18
21 | Sulawesi Tenggara (| iT9 04,1 12
Sulawesi 66.2 581.4 5.4
22 | Bali 0.0 SO6.3 67.5 4
23 | NTB 503 b XN | 7.8 26
24 | NTT 638 03l UK 24
25 | Maluku 03 579.9 06,2 14
26 | Papua 05.2 5782 60,1 25
Lainnya o5 £80.1 62.3
Indonesia 6.2 501.2 65.8

L
Sumber ; Laporan Pembangensn Manusia, tahun 2004

2.7.

Keadaan Perekoromian di Indonesia.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengukur tingkat kemiskinan adalah dengan
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melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Towa! PDRB pada tahun 2002

berdasarkan harga konstan 1993 adalah sebesar Rp 426.942.936 juta, dan

berdasatkan harga berlaku adalah sebesart 610.564,951 juia.

Tabel 2.8.
PDRB Indonesia
berdasarkan harga konstan dan berlaku tahun 1999-2002
{ julaan rupiah ) o

PDRB | 1999 2000 | 200F 2002
Atas dnsar | 370406312 | 398016853 1 411.733484 | 426.942.936
harga konstan | i o
Atas dasar  © 1.099.731.598 | 1.264.918.748 ! 1.467.654.835 | 1.610.564.951
harga berlaku -. o

Sumber BDPS Yepynkaria Jivkan

Dari tabel 2.9. propinsi yang mempunyai PDRB tertinggi pada tahun 1999
adalah Propinsi DKI Jakarta, dan secara berturut-turut dari tahun 2000-2003
Propinsi Jawa Barat mempunyai PDRB tertinggi. Sedangkan Propinsi Maluku
pada tahun 1999 mempunvai PDRB terendah. dan secara berturut-turut dari tahun
2000-2002 Propinsi Sulawesi Tenggara mempuiny ai PDRB terendah, dan propinsi
yang mempunyai PDRB terendah pada mhun 2003 adalah Propinsi bengkulu.
Sedangkan propinsi yang mempunyii rata-ra@ laju pertumbuhan ckonomi

tertingpi adalah Propinsi NTB, dan yany terendah adalah Propinst Maluku.




Tabel 2.9.
PDRB atas dasar harga konstan 1993 menurut propinsi,
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dan laju pertumbuhan tahun 1999-2002

No Propinsi 1994 2000 2001 2002 R ata-rata

PORB | Laju | PDRB | laju| PDRB Laju PDRI 'Laju Ptenbhn
INAD O34086W -414 ¢129A58] ~R25 9237840 1,19 9272598 038 -2.71
ZfSumatera Utara 1010086 2590 24010593 483 24911046 3.72) 25925361 4,07 3.80
HSumatera Barat 7577036 159 TEOR2IY 354 8153967 363 8505563 431 3.34
dfRRicu soi08602] 338 21633022 652 225525240 4.25] 23544880 4,40 4.04
5kambi 1IN 290 A354046) 589 J551168 K87 3707172 439 470
MSumatera Sclatn TE6YTI25 216 13808014 5900 14ZBHH KR t4843797 4.25) +32
TIBengkulu 16748279 288 1744230 393 1814479 403 1892933 4.32) 379
le,ampung 6938475 354 7174234 3400 7433265 .61 TEI7341) 517 393
Sumateral 8£130763 203 B8RITeTA 17! @1943473 1,52 95511647 3,88 3.29
DK Jakaria 72152240 029 S9ew4d (9] 435 6T8O8I50 304 643388290 3.9y 202
[l Baral $3442335 2300 7700357 46| 75662143 483 78840504 4.54 403
11wa Tengah 30394514 349 4094te67] 385 423051700 333 43775693 348 356
P20 Yogyakaria 48244460 DY SOTTY 40 51866606l 337 5395052 402 31
1 3Javea Timur $50580700  [.21]  S6RS6SZH 0 36 SE7FSM BN 335 6O754056) 341 2.80
dawe & Balfl 209935489 148 234710608 8 243772421 .88 253104134 3R5 43
[d|K alimzatan Baral TH657eY 271 72740y 295 7409048 187 TR5Q183 201 239
| 3k alimuntan Tengah 4032225 094 SO92515 Lol 4203914 3_‘}2i 4341376) 3270 214
lofalimantan Sclatan | B1S7938 453 0424005 Jed GO6520Y 374 O920356 383 3¢
1 ARaiimantan Timur NEWOLTH 400 223840860 400y 23513548 “.Hﬁj 24622494 4.7 467
Kalimantan| 38775628 401 40475267 56 41 792623 -J,U_il 43443408 745 3,88
HiSulavnesi Lara 3036896 6.3 410902 579 4325614 482 453(}9lﬂ 519 554
Isulanesi Tengah 22873800 180 2383700 4.2 2507463 3.19 2643129 3410 440
J0sulawwesi Selatan 96310760 283 10101948 439 10603602 497 | 1096 4.61) 433
21Suluwesi Tenggari 1588457 255 16721931 5.27 1766340 563 1880970 6,49 499
Sulawesi f65438ﬂﬂ| 358 13297142 San 19203679 495 20138008 4,87 4461
22Bah 72994010 (0L6T FARSE-2 1 | IR U FITHT| 339 &021669 308 257
2INTB |: 3398362 313 3377225 3410 4770688 899 4930935 3780 1251
24NTT Dooag34242 273 20823720 Zasl 3103059 500 3287925 590 444
23Mvhiiuku | 1336408] -22.65 2135944 --1.345 2149223 0.02 2065000 259 -6l
ZoPapua S162155 <348 8333145 Z‘Izi $202084| -1.03 Suiﬁﬁbﬂ 70, 1.43
Loinnpal 23030620 -4.50 25345527 847 26002125 2,25 7382589 6,23 3.0d

Jumlah Propinsi 3172466312 407340381 ‘J 412959881 429487686

Indonesia 379352473 079 398016853 .9 #FI753484] 5.4 4269429306] .09 .27

Sumber - Badan Pusat Statistik, Yogvakarta, diofah

Jika dilihat dari tingkat PDRB antar Propinsi di Indenesia. maka dapat

diambil kesimpulan bahwa Produk Domestik Regional Bruto antar propinsi sangat

bervariasi dan memiliki perbedaan pendapatan yang cukup timpang. Hal ini
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dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing

propinsi, serta perbedaan  kemampuan tiap propinsi dalam memaksimalkan

sumber daya vang dimiliki schingga dapat memberikan kontribusi yang cukup

besar bagi Pendapatan Daerah Regional Bruto.
Faktor lain penentu tingkat kemiskinan repional di Indonesia yang lebih

spesilik adalah tingkat pendapatan per kapita per propinsi (Samsubar,2002). Tolal

PDRB per kapita Indonesia pada tahun 2002 menurit harga konstan tahun 1993

adalah scbesar 2,013,849 rupiah, dan menurut harga herlaku adalah scbesar

7.596.88 1 rupiah.

Tabel 2.10.
PDRB per kapita Indonesia berdasarkan harga konstan 1993
dan harpa berlaku.

PDRED 1999 2000 : 2001 2002
Coperkapin | b
Atas dasar | L89366d 1931592 ¢ 1970050 2.013.849
hargs kenstan |
Atus dasar 489,073 £.145.000 i 7.025.613 7.506.881
hitrga bertaku ! |

Sumnber BPS Yewpakarta dwdsh

Sedangkan PDRB per kapita terlinggi menurut propinsi pada tahun 1999
sampai tahun 2002 berdasarkan harga konstan (993 adalah Propinsi Kalimantan
Timur. dan PDRB per hapita terendah menurut propinsi pada tahun (999
berdasarkan harea konstan adalah Propinsi Maluku dengan PDRB per kapita

schesar 684.860 rupiah, dan secara berturut-turut dari tahun 2000 sampai 2002

PDRB per kapita terendah berdasarkan harga konstan adalah Propinsi Nusa

Tenggara Timur. Untuk [ebih jelasnya lihat tabel 2.11.




Tabel 2.11.

PDRB per kapita menurut propinsi berdasar harga konstan 1993
dari tahun 1999-2002 (rupiah)

Tahun (999 1 2000 2001 2002
Propinsi |

Aceh 2530332 2.323.445 2.3i8.250 2.294.701
Sum Ut 2024927 1 2.062.840 2.112.587 2.170.958
Sum liar 1.808.158  ©  [.851.996 i.908.133 1.979.050
Riau J44992) . 4372100 4.369.793 4.374.112
Jambi 1.357.300 1 1.393.401 [.449.243 |.486.366
Som Sel 545032 . [.782.038 1.802.143 [.823.136
Hengkulu 224009 ;1115389 1.127.308 [.142.830
Lampung L059.646 1.063.892 1.091.619 1.134,763
Sumatera 2014148 2.052,695 2.087.293 2.129.813
Jakarta 0.883.322 7.139.559 7.389.845 7.675.398
Jawa Barat 1.234.525 1.647.582 1.682.503 1.722.311
Jawa Tengah 1287441 1.311.255 [.342.833 1.377.219
my 1.501.541 1.607.702 1LO30.654 1.705.551
Jawa Timur 1.600.292 f.635.406 1.678.770 1.724.759
Jawa 1.765.9606 1.935.060 1.985.050 2,035,723
Kal Har 908163 .31 1.04% 1.804.502 1.800.648
Kal Teng 2.304.007 2.205.644 2.200.9260 2.208.110
Kat Sel 2 10,834 2.833.02) 2.202.606 2255465
Kal Tim G 15940 9.129.30) $.331.236 508476
Kalimantan | 3.617.193 3.551.898 3.614.565 3.674.815
Sulilh L0832 F.400,798 L304.561 [.553.045
Sul Teng 1.130.880 1.095.454 1.124.004 1.155.793
Sul Set 1.251.233 1.254.778 [.298.300 [.339.082

Sul Tengeara Q22 564 218.596 Gd1.134 972,155
Sulawesi 1.162.997 1.229.521 1.267.738 1L300.177

Bali 204761 2.387.842 2,437.904 2.483.231
NTB 902.555 1.091.958 1.169.389 1.192.533

NTT 734610 772,235 798.938 833.352
Malukn 684.860 1.137.701 LESLL70 1.158.870
Papua 3.986.576 3.766.387 3.591.042 3.783.765
Lainnya 1.552.138 1.708.150 1.752.401 1.845.437
Jumlah Prop 1839289 1.978.917 2.023.516 2,073.456
indonesia 1.893.604 1.933.592 1.971.050 2.013.849

Sumber : BPS Yogyukana, divigh




BAB I

Kajinn Pastaka

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan

olch peneliti lain sebelumnya. diantaranya :
yang ditulis oleh Samsubar Salch

a Jurnal  Fkonomi Pembangunan

(2002).dengan judul Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di

[ndonesia.
Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

regionitl di Indonesta dupat dilakukmn dengan pendekatan regresi. Dalam pendekatan

regresi tersebut, variabel yang berfungsi scbagai variable dependen adalah variabel
tingkat kemiskinan. Dengan demikian model cstimasi tingkat kemiskinan  di
Indonesia per propinsi dapat dijelaskan dengan rumus
POYi=q +i\j tei
Keterangan: POV = variabet terikat
\j = variabel penjelas
i = propinsi ke
am penelitian ini adalah data sekunder, baik data

Data vang digunakan dal

runtut waktu (time-series), tahun 1996 dan 1999. maupun dafa kerat lintang {cross-

section).
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Hipolesis yang digunakan ada dua model. Perbedaan antara kedua model
estimasi tersebut terletak pada penggunaan variable penjelas HDI. Model estimasi
pertama adalah dengan imenggunakan komponen-komponen HDI scbagai variable-
variabel penjelas. Di lain pihak. model estimasi kedua menggunakan indeks komposit
)1 sendiri sebagai variable penjelas.

Berdasarkan hasil empirik dalam penelitian ini dapat disimputkan bahwa
faktor-faklor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indoncsia
adalah indcks pembangunan manusia { terdiri dari pendapatan perkapita, angka
harapan hidup.rata-rata lama sekolzh)investasi fisik pemerintah dacral. tingkat
kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ckonomi dan palitik perempuan, populasi
penduduk tanpa akses tarhadap air bersih, dan krisis ekonomi.

Reberapa implikasi kebijakan vang dapat dilakukan adalah sebagat bertkut ni.
Pertama.  peningkatan  kualitas pemngembangan  manusia  melalui - peningkatan
pendapatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedva. disaat bersamaan dilakukan
kebijakan yang dapat mendukupg pemerataan pendapatan. Ketiga, mvestasi fisik
dilakukan sccara merata dengan prioritas pada kawasan-kawasan padat keluarga
miskin. Keempat, pemerataan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam
sektor-sektor informal ekonomi dan politik. sektor dimana sebagian besar keluarga

miskin berasal.

b. Tesis Analisis Konsentrasi Spasial Kemiskinan Di Jawa yang diajukan oleh

Ardyanto Fitrady (iahun 2003).




Dalam tulisannya peneliti berusaha mengukur sejauh mana konsentrasi spasial

kemiskinan dapat dijelaskan olch dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan

demogralt wilayah yang bersangkutan.
Penclitian il dilatarbeiakangi adanya fakta bahwa kemiskinan lebih

terkonsentrasi pusat-pusat kota-kota besar dan beberapa wilayah pedesaan dan adanya

ketimpangan lingkat kemiskinan yang gangat besar. Pada tahun 2002 jumiah

penduduk miskin menjadi 17.9 persen alau sekitar 37,7 juta jiwa yang sebagian besar

herada di daerah pedesaan dengan distribusi 14,3 persen di perkotaan dan 20,5 persen

di pedesaan. Dari selurub penduduk miskin di Indonesia, 58,1 persen penduduk

miskin ini berada di wilayah Jawa-Bali.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sckunder, baik data

runtut waktu (#me-serfes), tahun 1996 dan 1999, maupun data kerat lintang (cross-

section) antar kabupaten di pulau Sumatera. Jawa. Kalimantan, Sulawesi dan Irian

Jaya, yang bersumber pada Indonesta Human Development Report 2001, BPS dan

UNDP tahun 2001, Analisis Indeks entropi Theil dan model diskriminan digunakan

antuk menguji keempat hipotesis diatas. Indeks Theil digunakan untuk mengukur

kesenjangan tingkat kemiskinan antar daerah dengan menggunakan pangsa jumlah

penduduk sebagai pembobot (weighis).

Dengan menggunakan alat analisis Indeks Theil dan model diskriminan

disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dikemukakan

oleh penulis, terjadi kesenjangan yang semakin tinggi di Jawa antara sebelum krisis
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(1996) dan sesudah krisis (1998) dibuktikan dengan perhitungan indeks theil total
sebesar 0.3345 dengan indeks kesenjangan dalam propinst sebesar 0.1989 dan indeks
kesenjangan antar propinsi 0.1357. Berdasarkan nilai kedua indeks tersebut dapat
disimputkan bahwa kesenjangan spasial di Jawa pada tahunl996 lebih banyak
dischabkan oleh kesenjangan dalam sate propinsi (59.46). Hasil ini mengindikasikan
bahwa konsentrasi kemiskinan spasial terjadi di wilayah kabupaten dan kota sechingga

terjadi kesenjangan antar habupaten/kota yang febih besar dibandingkan kesenjangan

antar propinst di Jawa,




BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

4.1. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai orang yang pendapatannya (didckati
dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara
layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut
diicr_iemahkantsebagai sejumlah rupiah yang diperlukan oleh sejumlah individu untuk
dapat membayar kebutuhan makan setara 2,100 kilo kalori per orang per hari dan
kebutuhan non makanan vang paling esensial yang terdiri dari perumazhan, pakaian,
keschatan, pendidikan. transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. BPS
mengartikan  kemiskinan  sebagat ketidakmampuan untuk memenuhi  standar
minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.
Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsurisi penduduk dengan garis
kemiskinan vaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan scbagai kondisi
dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu
mentenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kebidupan
yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya
kebutuhan pangan, Kesehatan, pendidikan. pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau

ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
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politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar

masyarakat miskin ini, BAP PENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara
lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan

(income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan

pendekatan objective and subjective.
Pendekatan kebutuhan dasar. melihat kemiskinan sebagai  suatu
ketidakmampuan (fack of capabilities) seseorang, ketuarga dan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan
pendapatan. kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset. dan alat-alat
produkiif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, schingga secara
langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini.
menentukan sccara rigid standar pendapatan sescorang di dalam masyarakat untuk
membedakan kelas sosialnya. Pendekatan Kemampuan dasar menitai kemiskinan
sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis
untuk menjaiankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini
menyebabkan tertutupnya  kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam
pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai

pendekatan kesejahteraan (fhe welfare approach) menekankan pada penilatan

normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan

subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin

sendiri.
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Pembicaraan mengenai kemiskinan dapat meliputi berbagai aspek. Hal
ini terjadi, karena adanya keterkaitan antara variable-variabe! yang mempengaruhi
kebutuhan manusia. Misalnya saja, kemiskinan dapat dikaitkan dengan kekurangan
modal. kckurangan modal, kekurangan gizi, perumahan yang tidak sehat, dan
pendapatan per kapita yang rendah. Hubungan yang saling berpengaruh antara
berbagai aspek kemiskinan tersebul dapat langsung maupun tidak langsung, dan
dapat merupakan suata lingkaran yang sulit di cari ujungnya. Dengan demikian
tidaklah terlau sulit untuk menduga bahwa kemajuan atau kemunduran salah satu
enyebab kemiskinan akan menyebabkan perkembangan yang baik atau

aspek

kemunduran dari aspek lain. Oleh karena itu untuk mengamati kemiskinan perlu

adanva suatu ukuran atau indikator ertentu.

4.2 . Ukuran kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas. dan memang tidak
I untuk mengukurnya. Namun demikian, ada dua macam ukuran kemiskinan

muda

yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative.

4.2.1. Kemiskinan Absolut
Pada dasamya, konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat
pendapatan dan  kebutuhan.  Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada
kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan
seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatannya tidek dapat

mencapat kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin, Dengan
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demikian. kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan
orang dengan tingkat pendapatan yang dibutubkan untuk memperolch
kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas
antara kcadaan miskin, dengan tidak miskin, atau sering disebut sebagai garis
hatas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolute,
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup

memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. untuk

menjamin kelangsungan hidup (Todaro.1987).

Kesulitan utama  dalam  penulisan  kemiskinan absolute  adalah

mienentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua-
duanva tidak hanya dipengaruhi olch adapt kebiasaan saja. tetapi juga olch
iklim, tingkat kemajuan suatu negara. dan berbagai faktor ekonomi lainnya.
Walaupun demikian, untuk dapat hidup laik. sescorang membutuhkan barang
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sesialnya.

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan, yailu kebutuhan
dasar vang diperlukan sckali untuk mempertahankan hidupnya. serta
kebutuhan lain yang lebih tinggi. United Nation Research Institute for Social
Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3
kelompok, yaitu pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan
gizi. perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuhan cultural yang terdirt dari
pendidikan, waktu luang, dan rekreasi, serta ketenangan hidup. Ketiga,

kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tingg.




4.2.2
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Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga,
tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia,
seperti dikemukakan oleh International Labor Organization (ILO, 1976)

sebagai berikut:

“ Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur : pertama, kebutuhan yang

meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi
pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan
dan perlengkapan rumah tangga. Kedua, kebutuhan yang meliputi pelayanan
social yang diberikan olch dan untuk masyarakat seperti air minumyang
bersih. pendidik dan kultural.”™

Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar
minimum merupakan konsep yang mudah dimengertt. Tetapi penentuan garis
kemiskinannya sccara obyektil sulit dilaksanakan, karena banyak sekali
(aktor-faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara suatu

tempat dengan tempat lainnya, schingga tidak ada satu garis kemiskinan yang

berlaku umunt.

Kemiskinan Relatif

Orang vang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat
memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti ** tidak miskin.” Ada

ahli vang berpendapat. bahwa, walaupun pendapatannya sudah mencapai

tingkat kebutuhan dasar minimum. tetapi masih jaub lebik rendah
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dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebul
masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih

banyak ditentukan olch keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang

bersangkutan (Miller. 1971).

Berdasarkan konsep ini. garis kemiskinan akan mengalami perubalin
bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari
konsep kemiskinan absolute. Konscp kemiskinan relative bersifat dinamis,
sehingga kemiskinan akan selau ada. Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat
kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara
tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin
besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selaiu miskin. Menurut
criteria Bank Dunia : pertama, jika 40 persen jumlah penduduk dengan
pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang. Kedua, jika 40 persen
jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17 persen
dari pendapatan nasional. maka disebut ketidakmerataan sedang. Ketiga. jika
40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima

lebih dari 17 persen dari pendapatan nasiopal. maka disebut ketidakmerataan

rendalt.




4.3. Penyebab Kemiskinan

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya, agar alokasi
sumberdaya dapat dinikmati olch sebagian besar anggota masyarakat, Namun
demikian. karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam, dan ditambah dengan
tingkal kemajuan ckonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka
kebijakan nasional vmumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka
pendek. Sehingpa kebifakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan
kelompok ekonomi di bawah (Swapna Mukhopadhay, 1985). Selain itu, kebijakan

dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan di luar negeri. yang secara

tidak langsung mempengaruhi  kebijakan, antara lain dari scgi pendanaan

pembangunan,

Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota
masyarakat yang tdak atau betum ikut seria dalam perubahan, karena tidak
mempunyai kemampuan. baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun
kualitas faktor preduksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari
hasil proses pembangunan ini dapat disebabkan karena sccara alamiah tidak atau
belum mampu mendayagunakan faktor produksinya, dan dapat pula terjadi secara

tidak alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai

dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi, berakibat

mantaat pembangunan tidak menjangkau mereka.
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Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul
dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan
tingkat perkembangan masyarakat sendiri. juga bertalian dengan kebijakan
pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini
selain ditimbulkan 016}1 bal yang sifatnya alamiah atau cultural. juga disebabkan
miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan vang ada, sehingga para pakar
kebanyakan melihat kemiskinan scbagai masalah struktural. Olch karena iu, timbul
istilah kemiskinan structural. yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan
masyarakat karena struktur social masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan
sumber-sumber pendapatan vang schenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan,
1980).

Sharp. et al. { 1996 ) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan
dipandang dari sisi ckonomi. Pertama. sccara mikro. kemiskinan muncul karena
adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbuikan distribusi
pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam
jumlah terbatas dan kualitasnva rendah. Kedua. kemiskinan muncul akibat perbedaan
dalam kualitas sumber daya manusiakualitas sumber daya manusia yang rendah
berarti produktifitasnyva rendah. yang pada gilirannya upalinya rendah. Rendahnya

kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang

beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunarn.
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Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan

kemiskinan ( vicious circle of poverty ). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan

pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya

produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya

pendapatan akan berimplikasi pada tabungan dan investasi. Rendahnya investasi

berakibat pada keterhelakangan.logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse,

ekononom pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan. a poor couniry is

poor becaunse it is poor, ( negara miskin itu miskin karena dia miskin ).

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ctri-ciri terutama

sulitnva mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih

sempuma, Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka

kecenderungan  kekurangan  kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya

produktivitas, turunnya pendapatan riil. rendahnya tabungan, dan investasi

mengalami penurunan schingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal.

Demikian scterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan

seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan itu.

4.4. Alternatif Solusi Kemiskinan

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukan adanva berbagai model

mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan.yaitu: -
4.4.1. Mendasarkan pada mobillisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan -

( idle ) dalam rumah tangga petani gurem agar {erjadi pembentukan modal di
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pedesaan ( Nurkse, 1953). Ide bahwa tenaga kerja yang masih belum
didaayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan
sumnber daya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan. Kendati
demikian, bila tenaga kerja tersebut di upah sesuai dengan upah yang berlaku
dan potensi tabungan direalisasikan, beberapa cara perfu dilakukan untuk
mengamankan tabungan dan dalam rumah tangga tersebut. Alternative cara
yang dapat digunakan untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan
pedesaan adalah :

4.4.a Menggunakan pajak langsung atas tanah. Meskipun metode pajak
langsung atas tanah ini berdasarkan atas prinsip progresil dan terbatas
pada rumah tangea petani pada lapisan pendapatan yang tingg.

4.4.b Dengan menyusun kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan

tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal

tanpa perlu menambah upah. Pengkajian atas tenaga kerja berasar dar
kelompok produksi local dengan menghitung hari kerjanya di dalam
kelompok sebelum menentukan bagian dari masing-masing anggota
kelompok dalam panen tiap tahun. Metode ini ternyata mem ungkinkan
adanya kenaikan yang substansial dalam intensitas tenaga kerja dalam
budi daya tanaman, hasil tanaman seperti padi yang rala-rata
meningkat 2,75 ton per hektar pada pertengahan 1950-an menjadi 4

(on saat ini, bahkan di beberapa daerah hampir mencapai 6,5 ton.
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Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui
mekanisme pasar ( Fei & Gustav. 1964; Lewits. 1954}, Ide bahwa penawaran
tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangpa petani kecil dapat
meningkatkan tabungan dan formasi modal [ewat proses pasar, mulanya tidak
herkaitan sama sckali dengan mobilisasi ckonomi pedesaan. Ketersediaan
tenaga kerja semacam itu dikemukakan hanya untuk menjclaskan bagaimana
pangsa relative upah dan [aba pada scktor kapitalis ( apakah di sektor
pertanian atau industri, di perekonomian pedesaan atau di kota ) dapat saja
dipengaruhi olch produktivitas tenaga Kerfa di sektor subsisten. yang pada
gijirannya dapat mempengaruhi tabhungan dan investasi dalam perekonomian
secara umum. Dalam konteks ini, ditekankan hagaimana para kapitalis,
memiliki kepentingan langsung dalam menjaga rendahnya produktivitas para
pekerja subsisten dan menggunakan kekuvasaan politiknya untuk menekan
kemajuan teknologi pada pertanian kectl (Lewis. 1934 ).

Menyoroti potensi pesatnya pertumbuban dalam scktor pertaman yang dibuka
dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor petanian menjadi sektor
yang memimpin ( Schultz, 1963: Mellor. 1976 ). Model ini dikenal dengan
nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi. atau Rural-Led Development.
Beberapa permasalahan dalam strategi pembangunan dengan sektor pemimpin
pertanian didasarkan atas kemungkinan dibukanya pertanian oleh teknologi
modern. Sektor pertanian tidak hanya sebagai sumber pasok sumber daya (

baik pangan, bahan baku, tenaga kerja dan tabungan ), namun sebagai sektor
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yang mampu meningkatkan pertanian atas produk pertanian dan non

pertanian, dan oleh karena ity mendukung proses periumbuhan seimbang,

Proses ini akan berhasil apabila 2 syarat berikut terpenuhi yaitu, Pertama,

kemampuan mencapai tingkat pertimbuhan output pertanian yang tinggi,

kedua, proses ini juga menciptakan pola permintaan yang pola permintaan
e

yang kondusit terhadap pertumbuhan. Pada pilitannya ini tergantung dari

dampak keterkaitan ckonomi  pedesaan Jewat pengeluaran atas  barang

konsumsi vang di pasok dari dalam scktor itu sendiri, dan melalui investasi

vang di dorong.

4.5. Dimensi Spasial Kemiskinan

K.onsentrasi spasial kemiskinan sendiri memiliki definisi yang berbeda dengan
kemiskinan yang konvensional. Menurut Kazemipur dan Halli, sccara konvensional,
kemiskinan menunjuk pada individwkeluarga yang ndak dapat memenuit kebutuhan
pokok hidupnya atau membelanjakan iebih dari proporst tertentu dan pendapatannya
untuk mencapai standar hidup tertentu sedangkan konsentrasi spasial kemiskinan
melihat tingkat kemiskinan pada suatu komunitas terteniu (Tesis Ardyvanto, 2003).
Komunitas dapat disebut miskin jika lebih dani 20 persen populasinya orang miskin.

Tingkat kemiskinan suatu komunitas ini memberikan informast perbandingan antar

wilayah seperti halnya perbandingan kemiskinan antar negara.
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4.5.1. Bidang Ekonomi

4.5.1.1.Akscs techadap Lapangan Kerja

Tingkat kesempatan kerja merupakan rasio antara jumlah

penduduk yang beketja terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai  rasio

kesempatan kerja fersebut bukan pengertian adanya lowongan kerja. akan

tetapi indikator ini dimaksudkan untuk merelleksikan tingkat penyerapan

terhadap angkatan kerja.

4.5.1.2.Akses terhadap Faktor Produksi

HR

K emudahan Masyarakat dalam Mengakses Modal Usaha

Kemudahan masyarakat dalam mengakses modal usaha dapat dilihat
dari ketersediaan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank umum,
BPR dan berbagai bentuk koperasi simpan pinjam pada tingkat
kecamatan., Kemudahan dalam  mengakses modal usaha ini
dirumuskan berdasarkan persentase kecamatan tingkat kabupaten atau
kota yang tidak memiliki salah satu prasarana penyedia modal usaha.

Semakin tinggi nilai persentase dari ketiadaan sarana permodakan

tersebut. diasumsikan semakin rendah akses masyarakat terhadap

sumber permodalan di wilayahnya
Kemudahan Masyarakat dalam Mengakses Pasar
Sebagai pendekatan untuk melihat kemudahan masyarakat dalam
mengakses pasar digunakan indicator ketersediaan pasar dalam unit

administrasi kecamatan. Pasar dimaksud adalah tempat pertemuan
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antar penjual dan pembeli barang dan jasa. baik berupa pasar dengan
bangunan maupun fanpa bangunan. termasuk pasar tradisional. Sama
halnya seperti akses terhadap sumbet permodalan, akses terhadap
pasar dihitung berdasarkan persentase kecamatan vang tidak memiliki
pasar dari total kecamatan di kabupaten atau kota.

Kepemilikan Asct

Sateh satu faklor penting dalam melakukan akufitas procduksi adalah
kepemilikan asset. Yang dimaksud aset Jdisini adalah segala sesuatu
yang dapat dimanfaathan sebagai pendukung Kegiatan usaha yang

biasanya bukan berepa vang. melainkan bentuk lainnya seperti tanah,
warung. oko. bengkel, dan yang fainnya.

Laporan Susenas 2002 menunjukan jenis-jenis asset yang dimiliki oleh
rumah tangga miskin yang berada di dacrah perkotaan dun pedesaan.
Kepemilikan assct berupa tanah di daerah pedesaan cenderung lebih
tinggi di bandingkan di daersh perkotun. Rata-rata persentase rumah
tangga miskin yang dimili asset berupa tanazh di pedesaan adatah
11.9% dari seluruh rumah tangga yang tinggal di pedesaan. Sedangkan
di perkotaan rata-ratanya sekitar 3.4%e. Salah satu faktor penting
didalam melakukan akiivitas produksi adalah kepemilikan asset. Jenis
asset yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga miskin baik di

pedesaan maupun perkotaan adalah hengkel.
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4.5.2. Bidang Sosial
4.5.2.1.Akses Terhadap Fasilitas Pendidikan

Sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, informasi
mengenai kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan di
fokuskan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
lanjutan Tingkat Pertama. Untuk mendistribusi persediaan fasilitas
pendidikan dalam agregat kabupaten dan kota, dihitung berdasarkan
persentase desa dan kelurahan yang tidak memiliki fasilitas S dari
total desa. Sedangkan untuk SLTP dihitung berdasarkan persentase
dari kecamatan vang tidak memiliki SLTP dari total kecamatan di
kabupaten terscbut. Ada dua variabel dari indikator pendidikan.

Angka Melek Huruf merupakan indikator dari pendidikan.
Yailu, jumlah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang
mampu membaca dan menulis huruf latin sebagai persentase lerhadap
jumlah penduduk berusia 13 tahun atau lebih, Oleh karena terbatasnya
akses dan rendahnya mutu lavanan pendidikan yang disebabkan cleh
kesenjangan biaya pendidikan. fasilitas pendidikan yang terbatas.

Rata-rata Lama Sckolah juga masih dalam indikator pendidikar.
merupakan rata-rata waktu vang dibutuhkan yntuk menyelesaikan
pendidikan penduduk berusia 15 tahun atau lebih. yang dihitung
dengan memasukan dua variable yaitu ; gelar yang telah dicapai dan

pencapaian tingkat pendidikan (attainment of education level). Akan
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tetapi pada kenyataannya banyak yang mengalami putus sekolah. Ini

dikarenakan oleh biaya pendidikan yang mahal, kesempatan

memperoleh pendidikan  yang  terbatas, tingginya beban biaya

pendidikan baik biaya langsung maupun {idak langsung.

4.5.2.2.Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan
Untuk menggambarkan scbaran tingkat penyediaan pelayanan
publik berupa fasilitas kesehatan, pendekatannya memalui informasi
persentase desa atau kelurahan di kabupaten vang tidak memiliki
fasilitas kesehatan.
Angka Harapan Hidup merupakin indikator kesehatan. Yaitu
angka yang menunjukan tingkat kelahiran dan  tngkat Kematian
seseorang. Oleh karena terbatasnya akses dun rendahnva mutu layanan
l.eschatan disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan keschatan

dasar. rendahnya mutu layanan Keschatan dasar. kurangnya

pemahaman terhadap perilaku hidup schat. dan kurangnya layanan
kesehatan reproduksi: jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh,
biaya perawatan dan pengobatan vang mahal. Di sisi lain, utilisasi
rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu. sedang

masyarakat miskin  cenderung memanfaatkan  pelayanan  di

PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada

penduduk miskin, hanya sebesar 39.1 persen dibanding 82,3 persen
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pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sisiem
jaminan sosial hanya menjangkau 18.74 persen (2001) penduduk, dan

hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin.

4.6.Formulasi Hipotesis
Hipotesis merupakan dugaan yang sifatnya sementarn jadi masih harus diuji
kebenarannya. Adapun hipotesis yang dapat digunakan adalah :

a. Diduga angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin

b. Diduga angka melck hurul  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin.

Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

o

jumlah penduduk miskin
d. Diduga pendapatan riil perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

jumiah penduduk miskin

Diduga angka harapan hidup. angka melek huruf . rata-rata lama sekolah,

pendapatan riil perkapita. berpengaruh negatit dan signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin






